BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 4 TAHUN
2019 TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

Menimbang

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KARAWANG,

bahwa Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
usia Dini telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Karawang Nomor 4 Tahun 2019;

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun
2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan
Tahun Anggaran 2020 maka perlu dilakukan

penyesuaian agar selaras dengan ketentuan peraturan
undang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati Karawang tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2019
tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 43575);
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11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang  Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi
Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 15);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 190) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 22 sehingga Pasal 1 menjadi
berbunyi sebagai berikut :

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan wurusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat BPKAD
adalah Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan
sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;

6. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut
Disdikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten
Karawang;

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang;

8. Kepala Disdikpora adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Karawang;

9. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik
adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan
belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

4



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18,

19.

20.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
yang selanjutnya disingkat BOP PAUD adalah program pemerintah
untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non
personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan
kepada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan
nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini
untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan.

Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan
habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut DAK Nonfisik BOP
PAUD adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan
dan belanja negara kepada daerah untuk membantu penyediaan
pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan
yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini.

Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain
(KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD sejenis (SPS).

Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan
formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia 4
(empat) tahun samapai dengan 6 {enam) tahun.

Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu
bentuk satuan Pendidikan Anaka Usia Dini jalur pendidikan
Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk
bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun
yang memperhatikan kesejateraan social anak.

Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non
formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk
bermain sambil belajar bagi anak usia O (nol) sampai 6 (enam) tahun
dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek
pengasuhan dan kesejahteraan social anak.

Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non
formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk
bermain sambil belajar bagi anak usia O (nol) sampai 6 (enam) yang
dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau
teritgrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga
keagamaan yang ada dimasyarakat.

Lembaga adalah satuan pendidikan non formal menyelenggarakan
program pendidikan anak usia dini.

Satuan Pendidikan Nonformal adalah satuan pendidikan nonformal
yang menyelenggarakan program PAUD.
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22,

Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat
NPSN adalah kode pengenal yang ditetapkan oleh Pusat Data dan
Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK).

Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
yang selanjutnya disebut Dapo PAUD Dikmas adalah suatu system
pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik,
pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi kependidikan yang
datanya bersumber dari satuan PAUD atau Pendidikan Kesetaraan
yang terus menerus diperbaharui secara daring.

Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 menjadi berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan pemberian DAK Nonfisik BOP PAUD untuk :

a.

membantu penyediaan biaya operasional nonpersonalia bagi peserta
didik yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggaran
PAUD;

meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam
mengikuti layanan PAUD yang berkualitas;

meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan
pengembangan PAUD.

Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 menjadi berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(4)

Pasal 5

Sasaran DAK Nonfisik BOP PAUD yaitu peserta didik pada Satuan
Pendidikan penyelenggara PAUD di Kabupaten Karawang yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai oleh
DAK Nonfisik BOP PAUD harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. terdata dalam Dapo PAUD Dikmas; dan
b. berusia O (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. taman kanak-kanak;

b. kelompok bermain,;

c. taman penitipan anak; dan
d. satuan PAUD sejenis.

Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) yang dapat memperoleh DAK Nonfisik harus memenuhi
syarat sebagai berikut :

a. memiliki nomor pokok Satuan Pendidikan nasional;
b. memiliki rekening bank atas nama Satuan Pendidikan;
c. memiliki nomor pokok wajib pajak; dan

d. memiliki peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas.



()

(6)

Peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit
berjumlah 9 (sembilan) peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD
Dikmas.

Bagi Satuan Pendidikan penyeclenggara PAUD yang berada di daerah
terdepan, tertinggal, dan terluar, dikecualikan dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Diantara ketentuan dalam Pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal
vakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 11A

Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, DAK Nonfisik BOP
PAUD dapat digunakan oleh Satuan Pendidikan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. komponen kegiatan pembelajaran dan bermain dapat digunakan
untuk:

1. pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta
didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan/atau

2. layanan pendidikan daring berbayar;
b. komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk:

1. pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran
dari rumah; dan/atau

2. pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi
kuman (disinfectant), masker, atau penunjang kebersihan
lainnya.

Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tidak menggunakan ketentuan besaran
persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun
Anggaran 2020.

Ketentuan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku sejak bulan April
Tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status
kedaruratan Kesechatan masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah
Pusat.

Ketentuan Pasal 12 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3)
sehingga Pasal 12 menjadi berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 12

DAK Nonfisik BOP PAUD yang diterima oleh satuan pendidikan
penyelenggara PAUD tidak boleh digunakan untuk:

a. disimpan dengan maksud dibungakan,;

b. dipinjamkan kepada pihak lain;



c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan
pendidikan penyelenggara PAUD antara lain, studi banding,
karya wisata, dan sejenisnya;

d. membayar iuran kegiatan yang diselenggrakan oleh Unit
Pelaksana Teknis Dacrah, atau pihak lainnya, kecuali untuk

menanggung biaya peserta didik/pendidik yang ikut serta dalam
kegiatan tersebut;

e. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi pendidik/peserta didik
untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris PAUD), kecuali bagi
peserta didik miskin;

digunakan untuk rehabilitasi gedung;

membangun gedung/ruangan baru;

0

h. pembelian barang fisik seperti laptop, komputer, printer, tape
recorder, LCD proyektor dan sebagainya,

1. pembelian mebel;

j. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana
pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah secara penuh;

k. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan
operasional satuan pendidikan penyelenggara PAUD misalnya
membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional,
upacara keagamaan/acara keagamaan, iuran organisasi, dan
lain sebagainya;

1. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti
pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program DAK
Nonfisik BOP PAUD/perpajakan program DAK Nonfisik BOP
PAUD yang diselenggarakan satuan pendidikan di luar satuan
kerja perangkat daerah di bidang pendidikan;

m. membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran/bahan main yang
mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi, suku,
agama, dan ras;

n. membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah diajukan
oleh satuan pendidikan penyelenggara PAUD; dan

o. melakukan gratifikasi, memberikan janji ataupun sesuatu
kepada siapapun terkait dengan DAK Nonfisik BOP PAUD.

(2) Kebutuhan biaya pengelolaan atau manajerial oleh Pemerintah Daerah
sebagai akibat DAK Nonfisik BOP PAUD tidak boleh dibebankan pada
DAK Nonfisik BOP PAUD.

(3) Pengambilan DAK Nonfisik BOP PAUD dari rekening bank Satuan
Pendidikan dilakukan oleh pimpinan Satuan Pendidikan dengan tidak
memerlukan sejenis rekomendasi atau persetujuan dari pihak
manapun.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal 5 Mei 2020

Diundangkan di Karawang

pada tanggal § Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
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BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR 32.



